
Prosiding Diskusi Panel 
Penanganan dun Pengelolean Pencentam Wikyah PesisIr 
Teluk Jakarla den Keprtauan Swibu 

Makalah Pernbahasan 

Pendekatan Integrated Coastal Zone and 
River Basin Management (ICARM) untu k Pengelolaan E kosistem Pesisir 

dan Laut Teluk Jakarta dan Kepulauan Seribu 

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto8) 

TELUK JAKARTA DAN KEPUIAUAN SERIBU 

Wilayah sensitif dan terkena tekanan ekologis dan ekonomis : 
- kerusakan h a b i t  
- pencemaran perairan 
- eksploitasi brlebih sumberdaya perikanan 
- permasalahan sosial ekonomi d m  budaya 

Perlu pendekatan terpadu : Integrated Coastal Zone and Riw Basin Management (ICARM) 

Konsep Integrated Coastal Zone and River Basin Management (ICARM) dalam pengelolaan Teluk Jakarta 
dan Kepulauan Seribu 
- Permasalahan lingkungan bersumber tidak hanya di wilayah pesisir, namun berasal dari OaeM 

Aliran Sungai (DAS) 
- Teluk Jakarta merupakan akumulasi dari masukan bahan pencemar yang masuk dari 13 rnuara 

sungai: DAS ciliwung, Cisadane dan Citarum 
- Mengintegraslkan pengelolaan kawasan DAS dengan kawasan psisir dan laut karena merupakan 

satu kesatuan (saling terkait) 
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Gambar I. Konsep Integrated Coastal Zone and River Basin Managmerrt (ICARM) 
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KEPULAUAN SERIBU : GUGUSAN PULAU-PULAU KECl l  
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KONSEPSI PENGELOWN PESISIR, DAS DAN 
PPK SECARA TERPADU 
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PERMASALAHAN Dl KAWASAN TELUK JAKARTA DAN KEPULAUAN SERIBU 

Kerusakan habitat: perubahan bentang lahan, perubahan garis pantai, konversi habitat alami menjadl 
non-alami, reklarnasi pantai 
Pencemaran perairan: penurunan kualitas air clan kernatian massal blota perairan (2 kali di 2004) 
Perrnasalahan soslal ekonomi dan budaya yang terkaii dengan kerusaltan habitat den pencemaran 
Kecendwngan eks pbitasi bertebih sum berdaya perikanan 
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PENDEKATAN PEMECAHAN PERMASALAHAN 

Pendekatan Ekosistem 
Melakukan upaya restorasr habitat alami: mangrove, larnun dan terumbu karang 

a Mel?kukan upaya reduks~ trngkat pencemaran, melalul pengurangan input bahan pencemar instalasi 
pengolah lirnbah industr~ dan domestlk 
Melakukan monitoring terhadap kualitas lingkungan Teluk Jakarta 
Upaya sfock enhacement mdalut proses restocking (jangka panjang) 

Pendekatan Sosial Ekonorni dan Budaya 
Menrngkatkan pendapatan clan kesejahteraan rnasyarakat pesisir dan mmastikan bahwa mereka 
mendapatkan manfaat sebesar-besamya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya 
pesisir dan lautan. Contoh : melalui pengembangan sistm sea farming di Kepulauan Seribu. 

* Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan s~lmberdaya pesislr dan 
lautan. 
Mernasyarakatkan pengelalaan pesisir yang berketanjutan dan diikuti dengan upaya-upaya peningkatan 
pendapatan dart kesejahteraan masyarakat pesisir, melalui pengembangan mata pencaharian akernatif. 
Pengelolaan wilayah pesisir seyogyanya drsesuaikan dengan kondisi sos~al budaya masyarakat, 
drsesuaikan dengan kearifan-kearifan yang ada di masyarakat, kebutuhan dan kemampuan masyarakat 
peslsir. 

Pendekatan Sosial Politik 
Perencanaan pengelolaan wilayah peslsir harus dilakukan secara Independen tanpa ada tekanan dari 
pihak lam Artinya bahwa piha k perencana harus bebas menentukan arah pengelolaan wilayah pesisir 
berdasarkan kaidah-kaidah pembangunan yang berketanjutan dengan mempertirnbangkan kepenttngan 
seluruh stakeholder. 
Penyusunan perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya dt wilayah pesis~r hendaknya 
dilakukan secara bijaksana dengan mempertirnbangkan aspek ekologis dan ekonornis 
Proses penyusunan perencanaan pembangunan wilayah pesisir hendaknya dllakukan dalam dua arah, 
yaitu perencanaan yang bersifat 'bottom up' dan perencanaan yang bersifat 'top down'. 
Pembangunan dan pengelolaan surnberdaya pesisir juga harus diikuti pendidikan polrti k bagi seluruh 
pelaku pembangunan dl wilayah pesisir, untuk menciptakan kesamaan pandangan terhadap wilayah 
pesisir. 

Pendekatan Hukum dan Kelembagaan 
Hukum dan kelernbagaan dalam pengelolaan wilayah pes~sir dan DAS serta pulau-pulau kecil secara 
terpadu merupakan unsur penunjang penting. 
Melalui rnekanrsme hukurn dan kelembagaan yang kuat, sistem pengelolaan pesrsir terpadu akan dapat 
lebih rnudah drlaksanakan 
Sebagai contoh, implementasi konsep fishing right dahm sea farrnlng di Kepulauan Seribu memerfukan 
dukungan perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat seh~ngga berkontribus~ terhadap pencapaian 
tujuan pengelolaan wilayah pesisir. DAS dart pulau-pulau kecil. 


